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BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

o

NOMOR : 3 TAHUN 2015
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 29 Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka
perlu penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas perumusan kebijakan
teknis dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, maka perlu
membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton
Selatan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republiki Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 173, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5563) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Kabupaten = dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat = Daerah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

Menetapkan :

dan
Bupati Buton Selatan
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Selatan ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan ;
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Bupati adalah Bupati Buton Selatan ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan ;

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton
Selatan ;

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan ;

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari
Pemerintah Kabupaten kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari Pemerintah
Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu ;

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan yang terdiri atas
Sekretariat Daerah Kabupaten , Sekretariat DPRD Kabupaten , Dinas Kabupaten dan
Lembaga Teknis Daerah;

Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Buton
Selatan ;

Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Daerah Kabupaten
Buton Selatan.

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Buton Selatan yang terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ;

Dinas Kesehatan ;

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika ;

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran ;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
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Dinas Pertanian dan Kehutanan ;

S

. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ;
11. Dinas Kelautan dan Perikanan ;

12. Dinas Pendapatan Daerah ;

13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | s/d XIlll Peraturan Daerah ini;

Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.



BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) Dinas adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten yang dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah ;

(2) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan
fungsi :

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
tugasnya ;

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DINAS
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
a. Kepala Dinas ;
b. Sekretariat ;
c. Bidang-Bidang ;
d. Sub Bagian dan Seksi-Seksi ;
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Seksi.
Bagian Pertama
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
Kepala Dinas ;

Sekretariat;

Bidang Pendidikan Dasar;

Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan ;

Bidang PAUDNI dan Luar Sekolah ;

Bidang Perencanaan ;

Bidang Kepemudanaan ;
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Bidang Keolahragaan ;
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
j-  Kelompok Jabatan Fungsional.
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Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vyang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Keuangan;
b.  Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
c.  Sub Bagian Kepegawaian.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 8
Bidang Pendidikan Dasar terdiri atas :
a. Seksi Sekolah Dasar ;
b.  Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ;
c.  Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Pasal 9
Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan terdiri atas :
a. Seksi Kurikulum SMU dan SMK;
b. Seksi Sekolah Menengah Umum;
c. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan.

Pasal 10
Bidang PAUDNI dan Luar Sekolah terdiri atas :
a. Seksi PAUDNI
b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
c. Seksi Pendidikan kejar Usaha dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang PAUDNI dan Luar Sekolah.

Pasal 11
Bidang Perencanaan terdiri atas :
a. Seksi Perencanaan Program ;
b. Seksi Survei dan Pendataan ;
c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perencanaan.
Pasal 12
Bidang Kepemudaan terdiri atas :
a. Seksi Pembinaan Pemuda;
b. Seksi Prestasi, Saranan dan Prasarana ;
c. Seksi Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
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Pasal 13
Bidang Keolahragaan terdiri atas :
a. Seksi Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat ;
b. Seksi Pembinaan Prestasi dan Olah Raga ;
c. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga ;

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 14
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
Kepala Dinas ;
Sekretariat;
Bidang Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak;
Bidang Pemberantasan Penyakit Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
Bidang Upaya Kesehatan dan Kefarmasian.
Bidang Sumberdaya Kesehatan dan Promosi Kesehatan.
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

A

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vyang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 15
Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
c. Sub Bagian Kepegawaian.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 16
Bidang Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak Terdiri atas :
a. Seksi Bina Gizi;
b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
c. Seksi Pelayanan Medis.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak.

Pasal 17
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri atas :
a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
b. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa.
c. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.



Pasal 18

(1) Bidang Upaya Kesehatan dan Kefarmasian Terdiri atas :
a. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
b. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
c. Seksi Perbekalan Kesehatan dan Makanan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Upaya Kesehatan dan Kefarmasian.

Pasal 19

(1) Bidang Sumberdaya Kesehatan dan Promosi Kesehatan Terdiri atas :
a. Seksi Pengembangan SDM, Organisasi Profesi dan Kemitraan;
b. Seksi Regdit Sarana dan Perizinan Kesehatan;
c. Seksi Promosi Kesehatan.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan dan Promosi Kesehatan.
Bagian Ketiga
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Pasal 20

(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ;

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan ;
Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja ;

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan ;
Bidang Transmigrasi ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vyang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 21
(1) Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Perencanaan ;
b. Sub Bagian Umum danKepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 22
(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas :
a. Seksi Rehabilitasi dan Sumber Daya Sosial ;
b. Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial Korban Bencana Alam ;

c. Seksi Perlindungan dan Kelembagaan Sosial.



(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 23
(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas :
a. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat ;
b. Seksi Peanggulangan Kemiskinan ;
c. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 24
(1) Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja terdiri atas :
a. Seksi Penemapatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja ;
b. Seksi Program Pelatihan dan Sertifikasi ;
c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja.

Pasal 25
(1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas :
a. Seksi Penempatan, Pengembangan Kesempatan Kerja dan Pengendalian ;
b. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja ;
c. Seksi Pembinaan, pengawasan, Pelatihan dan Pemagangan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Hubungan Tenaga Kerja.

Pasal 26
(1) Bidang Transmigrasi terdiri atas :
a. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi ;
b. Seksi Pembinaan Transmigrasi dan Usaha Ekonomi ;
c. Seksi Hubungan Industri dan Pengawasan Transmigrasi.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Hubungan Tenaga Kerja.

Bagian Keempat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 25

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

Kepala Dinas;

Sekretariat ;

Bidang Pendaftaran Penduduk ;

Bidang Pencatatan Sipil ;

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi ;
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Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vyang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 26
(1) Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Perencanaan ;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 27
(1) Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri atas :
a. Seksi Pendaftaran Penduduk;
b. Seksi Pindah Datang Penduduk ;
c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk.

Pasal 28
(1) Bidang Pencatatan Sipil terdiri atas :
a. Seksi Perkawinan dan Perceraian ;
b. Seksi Kelahiran dan Kematian ;
c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil.

Pasal 29
(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas :
a. Seksi Pengelolaan dan penyajian Data ;
b. Seksi Teknologi Informasi ;
c. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan.

Pasal 30
(1) Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi terdiri atas :
a. Seksi Perkembangan Penduduk ;
b. Seksi Perencanaan Kependudukan ;
c. Seksi Komunikasi Informasi dan Edukasi.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi.
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Bagian Kelima
Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika
Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika terdiri atas :

a. Kepala Dinas ;

b.  Sekretariat;

c. Bidang Perhubungan Darat;

d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara ;

e. Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas ;

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vyang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;

Pasal 32
Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum ;
c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 33
Bidang Perhubungan Darat terdiri atas :
a. Seksi Lalu Lintas;
b. Seksi Angkutan dan Analisis Biaya Transportasi ;
c. Seksi Keselamatan ,Teknik Sarana dan Prasarana.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat.

Pasal 34
Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri atas :
a. Seksi Angkutan dan dan Keselamatan Penerbangan;
b. Seksi Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan ;
c. Seksi Keselamatan Pelayaran dan Kelayakan Fasilitas Udara.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut.

Pasal 35
Bidang Telekomunikasi dan Informatika terdiri atas :
a. Seksi Pos dan Pengembangan Sistem ;
b. Seksi Telekomunikasi, Teknologi dan Informatika ;

c. Seksi Penelitian dan Hubungan Antar Lembaga.
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Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Kebersihan dan Pemadam
Kebakaran terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Bina Marga ;
d. Bidang Cipta Karya ;
e. Bidang Pengairan ;
f. Bidang Perumahan ;
g. Bidang Tata Ruang ;
h. Bidang Kebersihan ;

Bidang Pemadam Kebakaran ;
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vyang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 37
Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 38
Bidang Bina Marga terdiri atas :
a. Seksi Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan ;
b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;
c. Seksi Pengendalian Mutu dan Operasional Peralatan.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 39
Bidang Cipta Karya terdiri atas :
a. Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan ;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Pemukiman ;

c. Seksi Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang.
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Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Pasal 40
Bidang Pengairan terdiri atas :
a. Seksi Pengembangan Pengairan ;
b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan ;
c. Seksi Sumber Daya Air.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengairan.

Pasal 41
Bidang Perumahan terdiri atas :
a. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan;
b. Seksi Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan ;
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 42
Bidang Tata Ruang terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
b. Seksi Pemanfaatan Ruang;
c. Seksi Perizinan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Pasal 43
Bidang Kebersihan terdiri atas :
a. Seksi Operasional Kebersihan;
b. Seksi Peralatan Kebersihan ;
c. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Kebersihan.

Pasal 44
Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas :
a. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran ;
b. Seksi Perlengkapan Pemeadam Kebakaran ;
c. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

12



Bagian Ketujuh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pasal 45

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :

a. Kepala Dinas ;

b. Sekretariat;

c. Bidang Industri Kecil;

d. Bidang Industri Menengah dan Besar;

e. Bidang Perdagangan ;
f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 46
(1) Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 47
(1) Bidang Industri Kecil terdiri atas :
a. Seksi Pendaftaran dan Perizinan Usaha;
b. Seksi Pembinaan Terhadap Gangguan dan Dampak Lingkungan;
c. Seksi Pembinaan Aneka Industri.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Industri Kecil.

Pasal 48
(1) Bidang Industri Menengah dan Besar terdiri atas :
a. Seksi Industri Agro Kimia, Alat Transportasi dan Telematika;
b. Seksi Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka ;
c. Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan;

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Industri Menengah dan Besar.

Pasal 49
(1) Bidang Perdagangan terdiri atas :
a. Seksi Pengembangan Pasar, Ekspor/Impor, Promosi dan Kerjasama ;
b. Seksi Bina Usaha Dagang dan Perlindungan Konsumen ;

c. Seksi Pembinaan Perdagangan dan pemasaran;
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Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Bagian Kedelapan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pasal 50

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Koperasi;

d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;

f. Bidang Pengembangan SDM dan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vyang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 51
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
b. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 52
Bidang Koperasi terdiri dari :
a. Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Koperasi;
b. Seksi Usaha Koperasi;
c. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Koperasi.

Pasal 53
Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha;
b. Seksi Pengembangan Informasi, Data dan Publikasi Usaha;
c. Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Pemasaran.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
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Pasal 54
Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri dari :
a. Seksi Pembiayaan Koperasi, UMKM dan Usaha Simpan Pinjam;
b. Seksi Pengendalian Pembiayaan;
c. Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Pasal 55
Bidang Pengembangan SDM, Sistem Usaha Koperasi dan UMKM terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM;
b. Seksi Advokasi Koperasi dan UMKM;
c. Seksi Pengembangan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM, Sistem Usaha Koperasi dan UMKM.

Bagian Kesembilan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Pasal 55
Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri atas :
Kepala Dinas;

a.
b. Sekretariat;

c. Bidang Produksi Pertanian ;

d. Bidang Tanaman Pangan ;

e. Bidang Peternakan;

f. Bidang Perkebunan;

g. Bidang Tata Guna Hutan dan Investasi ;

h. Bidang Bidang Pengawasan, Pemetaan, Pembinaan dan Perlindungan Hutan ;

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas ;

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vyang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 56
Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.
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Pasal 57
Bidang Pertanian terdiri atas:
a. Seksi Produksi Tanaman dan Perluasan Areal ;
b. Seksi Produksi Tanaman ;
c. Seksi Sarana Produksi dan Teknologi.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pertanian.

Pasal 58
Bidang Tanaman Pangan terdiri atas:
a. Seksi Produksi ;
b. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

Pasal 59
Bidang Peternakan terdiri atas :
a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
b. Seksi Budidaya Ternak Ruminansia;
c. Seksi Budidaya Ternak Non Ruminansia.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 60
Bidang Perkebunan terdiri atas :
a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
c. Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura;

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 61
Bidang Tata Guna Hutan dan Investasi terdiri atas :
a. Seksi Tata Guna Hutan;
b. Seksi Perizinan dan Investasi ;
c. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Kehutanan.

Pasal 62
Bidang Keamanan, Perpetaan dan Perlindungan Hutan terdiri atas :
a. Seksi Keamanan, Perpetaan dan Perlindungan Hutan ;
b. Seksi Penyuluhan dan Perundang-Undangan ;

c. Seksi Bina Produksi dan Pengendalian Kehutanan.
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Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengawasan, Pemetaan, Pembinaan dan Perlindungan Hutan.

Bagian Kesepuluh
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pasal 63

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :

a. Kepala Dinas ;

b. Sekretariat ;

c. Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah ;
d. Bidang Geolosgi ;

e. Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi Baru ;

f. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan ;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vyang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 64
Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
b. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 65
Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah terdiri atas :
a. Seksi Bahan Galian Mineral ;
b. Seksi Panas Bumi dan Batubara ;
c. Seksi Air Tanah.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah.

Pasal 66
Bidang Geologi terdiri atas :
a. Seksi Inventarisasi Geologi ;
b. Seksi Geologi Tata Wilayah dan Lingkungan ;
c. Seksi Data dan Informasi Geologi.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Geologi.
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Pasal 67
(1) Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi Baru terdiri atas :
a. Seksi Minyak dan Gas Bumi ;
b. Seksi Ketenagalistrikan;
c. Seksi Pemanfaatan Energi Baru.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi Baru.

Pasal 68
(1) Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan terdiri atas :
a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Pengembangan Potensi ESDM;
c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan.

Bagian Kesebelas
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pasal 69

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
a. Kepala Dinas ;

Sekretariat;

Bidang Perikanan Tangkap;

Bidang Perikanan Budidaya;

Bidang Pengawasan dan Pengendalian SDKP;

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas ;

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 70
(1) Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Program dan Data Statistik;
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 71
(1) Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas :
a. Seksi Sumber Daya lkan, Teknologi dan Pelayanan Usaha;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan lkan;

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
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Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 72
Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas :
a. Seksi Teknologi dan Pelayanan Usaha Budidaya;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidayaan lkan;
c. Seksi Perbenihan Kesehatan lkan dan Perlindungan Kawasan Budidaya.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 73
Bidang Pengawasan dan Pengendalian SDKP terdiri atas :
a. Seksi Penanganan Pelanggaran;
b. Seksi Pemberdayaan Pengawas Perikanan;
c. Seksi Sarana Prasarana Pengawasan.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian SDKP.

Pasal 74
Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas :
a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
b. Seksi Tata Ruang dan Pemberdayaan KP3K;
c. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Keduabelas
Dinas Pendapatan Daerah
Pasal 75

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Kepala Dinas ;

b. Sekretariat;

c. Bidang Program;

d. Bidang Pajak;

e. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
f. Bidang Verifikasi dan Pengawasan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas ;

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vyang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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Pasal 76

Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
b. Sub Bagian Perlengkapan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 77

Bidang Program terdiri atas :

a. Seksi Penyusunan Program:;

b. Seksi Informasi Hukum dan Perundang-Undangan;
c. Seksi Pengkajian Peningkatan Pendapatan.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Program.

Pasal 78

Bidang Pajak terdiri atas :

a. Seksi Pendataan Penetapan;

b. Seksi Penagihan dan Pelaporan;

c. Seksi Pertimbangan dan Keberatan.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pajak.

Pasal 79

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain terdiri atas:

a. Seksi Penetapan dan Penagihan;

b. Seksi Pengendalian, Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Seksi Sumbangan, Perizinan dan Penerimaan.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Retribusi.

Pasal 80

Bidang Verifikasi dan Pengawasan terdiri atas :

a. Seksi Evaluasi dan Verifikasi;

b. Seksi Pengawasan Keuangan,Materil dan Personil;

c. Seksi Pembinaan Tehnis Administrasi dan Pemutahiran Data;

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Verifikasi dan Pengawasan.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pasal 81
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas :
a. Kepala Dinas ;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;

d. Bidang Pemasaran dan Promosi ;
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Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat;

Bidang Kebudayaan ;

@ oo

Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vyang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 82
Sekretariat terdiri atas:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
c. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 83
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas :
a. Seksi Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata;
b. Seksi Pemberdayaan Pariwisata;
c. Seksi Standarisasi Pariwisata.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 84
Bidang Pemasaran dan Promosi terdiri atas :
a. Seksi Pengembangan Pasar;
b. Seksi Pengembangan Promosi;
c. Seksi Sarana Promosi dan Obyek Wisata.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi.

Pasal 85
Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat terdiri atas:
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya ;
b. Seksi Penyuluhan Pariwisata ;
c. Seksi Pembinaan Masyarakat Pariwisata ;

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat.

Pasal 86
Bidang Kebudayaan terdiri atas :
a. Seksi Sejarah dan Nilai Budaya;
b. Seksi Purbakala dan Cagar Budaya ;

c. Seksi Kesenian, Bahasa dan Sastra.
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(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 87

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah
Kabupaten sesuai dengan keahlian.

Pasal 88

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati ;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 89

(1) Dilingkungan Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai
kebutuhan berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan
Organisasi dan Tata Kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 90

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah
Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas
masing-masing;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja, Sekretaris dan Kepala Bidang
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

(3) Setiap pemimpin satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib
melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 91

Kepala Unit Kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Kepala Unit Kerja bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

22



Pasal 93

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 94

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahannya, wajib diolah dan
digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 95

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas, kepala Unit Kerja dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib
mengadakan rapat berkala.

Pasal 97

(1) Dalam hal Kepala Unit Kerja berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Unit
kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Unit Kerja dapat menunjuk
Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Unit.

Pasal 98

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan
Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada
pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIl
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 99

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan
Dinas berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari
Gubernur ;

(3) Kepala Dinas adalah adalah Jabatan Struktural Eselon 1l.b ;
(4) Sekretaris Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
(5) Sekretaris Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon lll.a ;
(6) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
(7) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon lll.b. ;
(8) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan Bupati ;
(9) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
BAB IX
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 100

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tenaga perlengkapan, kearsipan dan
persandian diselenggarakan oleh masing-masing Dinas.
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Pasal 101

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksana tugas masing-masing Dinas dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati ;

(2) Dalam hal pengembangan Organisasi Dinas jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi
yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 103

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Buton Selatan 6 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan diBatauga
pada tanggal 23 Juli 2015

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,
Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI
DiundangkandiBatauga

pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

ZAKIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 3
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STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN |

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN i Gt o
OLAHRAGA
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN
SUB BAGIAN KEUANGAN | |SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN il bt
KELOMPOK
BIDANG PENDIDIKAN
JABATAN BIDANG BIDANG PAUDNI DAN
S | | e MENENGAH UMUM Ao BIDANG PERENCANAAN BIDANG KEPEMUDAAN BIDANG KEOLAHRAGAAN
DAN KEJURUAN
SEKS] | | SEKSIKURIKULUM SMU | | | PEljgfgﬁﬁimi‘:ﬁ e | || SEKS] SEKS] | [ S&;’Lﬁ;ﬁ:gﬁ?m‘
SEKOLAH DASAR DAN SMK heling s PERENCANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA il o
1
kol FENIA Al SEKSI SEKOLAH SEKS| PENDIDIKAN LUAR SEKSI SURVEI DAN

SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA MENENGAH UMUM

SEKOLAH

PENDATAAN

SEKSI PRESTASI, SARANAN
DAN PRASARANA

SEKS1 PEMEBINAAN PRESTASI
DAN OLAH RAGA

SEKSI SARANA DAN

SEKSI SEKOLAH

SEKS] PENDIDIKAN KEJAR

SEKSI PEMBANGUNAN

SEKSI MONITORING, KAPASITAS DAN SEKSI SARANA DAN
N MRShasbia | MENENGAH KEJURUAN | | USAHADANSEKOLAH 1 = £\ 11451 DAN PELAPORAN KOMPETENS! LEMBAGA PRASARANA OLAH RAGA
PENDIDIKAN DASAR \LUAR BIASA (3LB) KEPEMUDAAN

UPTD

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI




STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

LAMPIRAMN I :

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIOMAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTOMN SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2015
TANGGAL 231UL1 2015
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
| |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN UMUM DAN K;EEBGT\EEEN
KEUANGAN PERLENGKAPAN

BIDANG GIZ1,KESEHATAN
IBU DAN ANAK

1

BIDANG PENGENDALIAN
PENYAKIT DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN

— SEKST G121

SEKSI KESEHATAN
IBU DAN ANAK

SEKS] PELAYANAN

MEDI1S

]

SEKS] PENCEGAHAN DAN
— PEMBERANTASAN
PENYAKIT

SEKS] SURVEILANS,
IMUNISAS] DAN
PENAMNGGULANGAN
KEJADIAN LUAR BIASA

SEKSI PENYEHATAN

—— LINGKUNGAN DAN AIR
BERSIH

BIDANG UPAYA
KESEHATAN DAN
KEFARMASIAN

1]

SEKS] KESEHATAN
DASAR DAN RUJUKAN

SEKSI FARMAS]I DAN
ALAT KESEHATAN

SEKS] PERBEKALAN

—  KESEHATAN DAN
MAKANAN

UPTD

BIDANG SUMBER DAY A
KESEHATAN DAN
PROMOS] KESEHATAN

1

SEKS] PENGEMBANGAN
— 5DM, ORGANISASI
PROFESI & KEMITRAAN

SEKSI REGDIT SARANA
— DAN PERIZINAN
KESEHATAN

SEKS] PROMOSI
KESEHATAN

Pj. BUPATI] BUTON SELATAN,

Cap/Tid

LA ODE MUSTARI



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

LAMPIRAN Il :

KEPALA DINAS

SELATAN

NOMOR 3 TAHUM 2015

TANGGAL : 23 JULI 2015
SEKRETARIS

PERATURANDAERAH KABUPATEN BUTON

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

DAN KEUANGAN DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN

I I I |

KELOMPOK BIDANG BIDANG
JABATAN PERUN%ISQEEN SRR PEMBERDAYAAN SOSIAL . Eﬁtﬁ] R HUBUNGAN INDUSTRIAL BIDANG
FUNGSIONAL TAMINAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN PELATILAN TEMAGA KERJA DAN PENGAWASAN TRANSMIGRASI
KEMISKINAN KETENAGAKERJAAN
I A A A A
SERST FENEMFPATAN,
| | SEKSIREHABILITASIDAN | | | SEKSI PEMBERDAYAAN ] ?Eﬁlpsfigﬁi’giz | | PENGEMBANGAN | Pﬁ&iﬁngGAN
SUMBER DAYA SOSIAL SOSIAL MASYARAKAT Senl Lkl nik KESEMPATAN KERJA S e

SERST JAMINAN DAN
BANTUAN SOSIAL
KORBAN BENCANA
Al AN

SEKSI PERLINDUNGAN
DAN KELEMBAGAAN
SOSIAL

SEKSI PEANGGULANGAN
KEMISKINAN

— SEKS] PELAYANAN SOSIAL
ANAK DAN LANIJUT USIA

DAN PENGENDIALIAN

SEKSI PROGRAM
PELATIHAN DAN
SERTIFIKASI

SEKSI INFORMASI PASAR
KERJA DAN BURSA
KERJA

SEKSI PEMEINAAN
TRANSMIGRAS] DAN
USAHA EKONOMI

SEKS] PENGAVASAN
KETENAGAKERJAAN

SEKS] PEMBINAAN,

PENGAMWASAN,
PELATIHAN DAN
PEMAGANGAN

SEKS] HUBUNGAN

INDUSTRI DAN
PENGAVVASAN
TRANSMIGRASI

UPTD

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAMN IV

KELOMPOK
JABATAN
FUMNGSIOMNAL

KEPALA DINAS

SELATAMN
MNOMOR
TAMNGGAL

PERATURAMNDAERAH KABUPATEN BUTOM

3 TAHUN 2015
22 310U1L1 2015

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

5UB BAGIAN
UMUM DANMN

SUEB BAGIAN

PERENCANAAN CEPLC A AL AN KEUANGAN
[ [ [ |
BIDANG PENGELOLAAN BIDANG
PENDAETARAN BIDANG INFORMASI PENDAYAGUNAAN
PENDUDUK. PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI DATA DAN
KEPENDUDUKAMN INFORMASI
A 7
SEKS] PENDAFTARAN SEKS] PERKAMWINAN SEKSI PENGELOLAAN SEKS!
PENDUDUK DAN PERCERAIAN T R EEREE IR — PERKEMBANGAN
DATA PENDUDUK

SEKS] PINDAH
DATANG PENDUDUK

SEKSI PENGAN/ASAN

DAMN PENYIDIKAM
DOKUMEN
PENDAFTARAMN
PENDUDUK

SEKS]I KELAHIRAN DAN
KEMATIAMN

SEKS] PENGANVASAN

=1l DAN PENYIDIEAMN
DOKUMEN PENCATAT
SIPIL

SEK31 TEKNOLOGI
INFORMASI]

— 1 SEKS] JARINGAN DAM

KOMUNIEAS]I DATA

UPTD

SEKS] PERENCANAAN
KEPENDUDUKAMN

SEES] KOMUNIKASI
INFORMAS]T DAMN
EDLUIKASI

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMIUNIKASI
DAN INFORMATIKA

LAMPIRAMN W

KELOMPOK
JABATAMN
FUMNGSIOMNAL

KEPALA DINAS

PERATURANDAERAH KABUPATEMN BEUTOMN
SELATAM

MNOMOR = 3 TAHUMN 2015
TAMNGGAL g 23 U L1 2015

SEKRETARIS

SUB BAGLAM
PEREMNCAMNAAMN
DAMN KEUAMNGAMN

SUB BAGILAM
KEPEGANVALAN DAMN

SUB BAGIAN UMUMM

HUKUM DAN PERLEMGEAPAM

BIDANG
PERHUBUMNGAN
DARAT

SEKS] LALULINTAS

SEKS]I ANGKUTAN DAM
ANMALISIS BIAY A
TRAMNSPORT ASI]

SEKS] KESELAMATAMN,
TEKMNIK SARAMNA DAMN
PRASARAMNA

BIDANG
PERHUBUNGAN LAUT
DAN UDARA

SEKS]I ANGKUTAN DAM

KESELAMATAMN
PENERBAMNGAM

SEKS] KEPELABUHAMNAMN

DAMN
KEBEANDARUDARAAN

SEKS] KESELAMATAM
PELAY ARAMN DAMN

KELAY AKAMNA FASILITAS
UDARA

UPTD

BIDANG
TELEKOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

SEKS] POS DAMN
PENGEMBAMNOGAMN SISTEM

SEKS] TELEKOMUMNIKASI,
TEENOLOGI DAMN
INFORMATIKA

SEKS] PENELITIAN DAM
HUBUMNGAN AMNTAR
LEMBAGA

Pj. BUPATI BUTON SELATAMN,
Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI



STRUKTUR ORCANISASI LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, KEBERSIHAN HOAICR ZTAHUR: Al
TANGCAL 23101L1 2015
DAN PEMADAN KEBAKARAN §
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
I
I I ]
PER;:? AB:;I;ND 5 SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM
el KEPEGAVWAIAN DAN PERLENGKAPAN
[ I [ [ [ ]
KELOMPOK.
JABATAN
Siriessnnl BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG PEMADAM
BINA MARGA CIPTA KARYA PENCAIRAN PERUMAHAN TATA RUANG KEBERSIHAN KEBAKARAN
I 1 | A SR 1] 1
SEKSI
SEKSI PEMBANGUNAN, SEKS] BANGUNAN SEKS] SEKS| OPERASIONAL
L PENINGKATAN JALAN | H  GEDUNG DAN L PENGEMBANGAN | Pm}?;xi:‘:;‘m = SEKS;:TEEE:S:: é“p‘ B L SEKSLEC'?E;SR]‘:{SL?JNM = PEMADAM
DAN JEMBATAN LINGKUNGAN PENGAIRAN PERUMAHAN KEBAKARAN
SEKSI
SEKS] PEMELIHARAAN SEKSI SARANA DAN SEKS] OPERASI DAM SEKSI PEMBANGUNAN
- JALAN DAN = PRASARAMA —{  PEMELIHARAAN I DAM BINA MITRA TS PRU h:éMTAN SETEBP;;T"&LAN | pEilEEhT:’;:;AN
JEMBATAN PEMUKIMAN PENGAIRAN PERUMAHAN i)
SEKS] PENGENDALIAN SEKSI e SEKS] PERIZINAN, SEKS] SARANA DAN
i MUTU DAN PENGEMBANGAN | || SEKSI SUMBER Ll paN PENGENDALIAN | | L] PENGENDALIAN DAN | [ | SEKSI PERTAMANAN | || PRASARAMNA
OPERASIONAL WILAYAH DAN DAYA AIR sl PEMANDAAFATAN DAN PEMAKAMAN PEMADAM
PERALATAN PEMATAAM RUANG RUANG KEBAKARAN

UPTD

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI




STRUKTUR ORGANISAS]

DINAS PERINDUSTRIAMN DAN

LAMPIRAMN WII
NOMOR

TAMNGGAL

PERATURANDAERAH KABUPATEN BUTOMN SELATAMN
3 TAHUN 2015
2310011 2015

PERDAGANGOGAN
KEPALA DIMNAS
SEKRETARIS
[ |
SUEB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCAMNAAN DAMN BAi;ﬁgiﬁiﬁﬂAN KEUANGAN DAN
PELAPORAMN PERLENGKAPAN
I [ |
KELOMPOK
JABATAN BIDAMNG BIDAMNG BIDAMNG
FUMNGSIOMNAL INDUSTRI KECIL MENENMGAH DAN BESAR PERDAGANGAN
I I I
SEKSI INDUSTRI AGRO SEKSI PENGEMEBANGAN
SEKSI PENDAFTARAN KIMIA, ALAT PASAR, EKSPOR/IMPOR,
DAN PERIZINAN USAHA TRANSPORTASI DAN PROMOSI DAN
TELEMATIKA KERJASAMA,

SEES]I PEMEBINAAMN
TERHADAP GANGGOUAMN
DAMN DAMPAK
LINGKUMNGAMN

SEKS] PEMEINAAMN
ANEKA INDUSTRI

SEKS] INDUSTRI LOGARN,

MESIMN, TEKSTIL DAN

AMNEKA

SEKSI INDUSTRI

S3EKS] BIMNA UsAHA,
DAGANG DAN
PERLINDUMNGAMN
KOMNSUMEMN

KERAJINAN DAMN BAHAN
BANGUMNAMN

UPTD

S5EKS]I PEMEBINAAMN
PERDAGANGAN DAN
PEMASARAMN

Pj. BUPATI BUTOMN SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI




STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH

LAMPIRAN VI

PERATURANDAERAH KABUPATEN BUTOMN SELATAMN

NOMOR 3 TAHUN 2015
TANGGAL 220 L] 2015
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
I
I I I
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN PROGAM DAN Sii ?:!I:E]I?SGI;?:;J A““;:
KEUANGAN PELAPORAN

KELOMPOK
JABATAN BIDANG BIDANG USAHA MIKRO,
FUNGSIONAL KOPERASI KECIL DAN MENENGAH

SEKSI KELEMEBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN

KOPERASI

SEKSI PENGEMBAMNGAN

SEKSI USAHA KOPERASI

KEMITRAAN DAN JARINGAN
USAHA

SEKSI PENGEMBAMNGAN

SEKSI PEMASARAN DAN
JARINGAMN USAHA
KOPERASI

INFORMASI, DATA DAN
PUBLIKAS]I USAHA

SEKSI PENGEMBAMNGAN

KEWIRAUSAHAAN DAN
PEMASARAN

BIDANG FASILITASI

PEMBIAYAAN DAN SIMPAN

PINJAM

BIDANG PENGEMBAMNGAN SDM
DAN SISTEM USAHA KOPERASI

DAN UMKM

SEKS! PEMBIAYAAN

KOPERASI, UMEKM DAN
USAHA SIMPAN PINJAM

SEKS! PENGEMBAMNGAN SDM

SEKS! PENGENDALIAN
PEMBIAY AAN

KOPERAS]I DAN UMKM

SEKSI ADVOKAS]I KOPERASI

SEKSI PEMNILAIAN

KESEHATAN SIMPAN
PINJAM

DAN UMKM

SEKS! PENGEMBAMNGAN

UPTD

SISTEM USAHA KOPERASI
DAN UMKM

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

LAMPIRAN X
NOMOR

TANGGAL

KEPALA DINAS

PERATURANDAERAH KABUPATEN BUTOM SELATANM

3 TAHUNM 2015
23 ULl 2015

SEKRETARIS
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN UMUM KE;LL?QEE:G;A[I)\]AN PERENCANAAN,
DAN KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN EVALUAS] DAN
PELAPORAN

BIDANG PENGANVVASAN,

KELOMPOK
JABATAN BIDANG PRODSUKSI BIDANG TANAMAN BIDANG INVENTARISASI
Lokl T T BIDANG PETERNAKAN BIDANG PERKEBUNAN e = PEMETAAN, PEMBINAAN DAN
NGS PERTANIAN PANGAN DAN TATA GUNA HUTAN it i
SEKSI PRODUKSI i SEKSI KESEHATAN e T, SEKSI PENGAWASAN,
| IalAREEAN PRODUKSI ] HEIEN B LAHAN DAN AIR [ oA mATAcoNa puraR | [ TR INDUNGAN DAN
PERLUASAN AREAL KESMAVET PEMETAAN HUTAN
|| SEKSI PRODUKSI ke GELOinL LAHAN| | SEKSI BUDIDAYA SEKSI PENGOLAHAN SEKS[; ﬁ;ﬁgﬁgﬁ;ﬁ:m || SEKSI PENYULUHAN DAN
TANAMAN TERNAK RUMINANSIA DAN PEMASARAN HASIL PERUNDANG-UNDANGAN
DAN AIR SOSIAL
SEKSI SARANA SEKSI BUDIDAYA SEKSI PRODUKSI
SEKSI SEKSI BINA PRODUKSI
L PP‘TC"EE;};SL] O[E‘N L SARANA DAN _— ;ﬁj&?:?: Pi{éiﬁ}ﬂﬁuﬁrﬂ L SEKSI PERIZINAN L DAN PENGENDALIAN
PRASARANA KEHUTANAN

UPTD

Pj. BUPATI BUTON SELATAN.,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI



LAMPIRAN X 3 PERATURANDAERAH KABUPATEN BUTOM SELATAM

STRUKTUR ORGANMNISASI NOMOR  : 3 TAMUN 2015
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAY A Hareeal 3 g 2008
MINERAL
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
I
I I I
SUB BAGIAN SUB BAGIANMN SUB BAGIAN UNMIUM
KEUAMNGAN AN HUKUM DAMN DAMN
PERLEMNGEARPAN KEPEGANMVALAMN PERLENGKAFPAMN
I [ [ I
KELOMPOK BIDANG
JABATAN BIDANG MINERAL, BIDANG MIGAS, PENGEMBAI‘\IGAN
FUNGSIONAL BATUBARA, PANAS BUMI BIDANG GEOLOGI KETENAGALISTRIKAN DAN
DAMN AIR TAMNAH DAN ENERGI BARLD
PEMBERDAYAAN
S M —
5EKS]1 BAHAN GALIAN SEES] INWVENT ARISASI SEES] MINYAK DAN 5EEKS] PEMBERDAY AAN
MIMNERAL OEOLOGI OAS BUMI MASY ARAKAT
SEES] KERJASAMNMA
SEKS] PAMAS BUMI SEKS;]?;\?;gGS;STA SEEKSI] AMNTAR LEMBAGA DANMN
DAM BATUBARA LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAMN PENGEMEBANMNGAN
POTEMNS] ESDM
SEES]I DATA DAN SEKS] PEMANMNEAAT AN SEES] PENDIDIKAMN
R S Rk INFORMAS] GEOLOGI] ENMERG] BARU DAMN PELATIHAM

upTD

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,
Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN XI

NOMOR
TANGGAL :

KEPALA DINAS

PERATURAMNDAERAH KABUPATEMN BUTOMN SELATAMN

3 TAHUN 2015
23101L1 2015

SEKRETARIS

SUB BAGIAMN
UMUM DAM
KEPEGANVALAM

SUB BAGIAN
PROGRAM DAN

DATA
STATISTIK

SUB BAGIAMN
KEUANGAN DAN
PERLEMNGKAPAMN

KELOMPOK
JABATAMN
FUNGSIOMNAL

BIDANG PERIKANAMN
TAMNMGKAP

BIDANG PERIKANAMN
BEUDIDAY A

BIDANG PENGANVASANMN
DAN PENGENDALIAN
SDKP

A

SEKS] SUMBER DAY A
IKAN, TEKNOLOGI]
DAMN PELAY AMNAMN

UsAHA

SEKS] SARANA DAMN
— PRASARANA
PENAMGKAPAN 1KAMN

SEKSI PENGOLAHAN

— DAN PEMASARAMN
HASIL

]

SEKS] TEKMNOLOG! DAMN
— PELAYAMNAN USAHA
BUDIDAY A

SEKS] SARANA DAN
PRASARANA
PEMBUDIDAY AAMN
IKAN

SEKS] PERBEMNIHAM

KESEHATAMN 1KAM
DAN PERLINDUMNGAMN
KANASAN BEUDIDAY A

]

SEKS]I PENANGANAN
PELANGGARAN

SEKS] PEMBERDAY AAMN
PENGANVAS
PERIKANAM

SEKSI] SARANA

= PRASARANA
PENGANVVASAMN

UPTD

BIDAMNG
KELAUTAMN, PESISIR DAN
PULAU-PULALU KECIL

— 1

SEKS] PEMBERDAY AAN
MASY ARAKAT PESISIR

SEKS] TATA RUANG
— DAMN PEMEBERDAY AAMN
KP3K

SEKS] KOMNSERVASI

DAMN REHABILITAS]

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

LA

Cap/Ttd

ODE MUSTARI



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH

LAMPIRAN  XII

KELOMPOK
JABATAMN
FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

PERATURAMNDAERAH KABUPATEN BUTOM SELATAIN

MNOMOR 2 3 TAHUMN 2015

TAMNGGAL - 221 2015

SEKRETARIS

SUB BAGIAMN
PEREMCAMAAN
DAN KEUDAMNGAMN

SUB BAGIAMN
PERLEMGKAPAM

SUB BAGIAMN
UMUM DAM
KEPEGCANALAMN

EBIDANG
PROGRAM

|

BIDANG PAJAK

SEKS] PENYUSUMNAMN
PROGRAM

e

BIDAMNG RETRIBLIS] DAMN

PENDAPATAN LAIMN-LAIM

SEKS]I PENDATAAM
PEMNETAPAMN

SEKS] INFORMASI
HUKUM DAM
PERUNDAMNG-
UNDAMGAN

SEKS] PENAGIHAM
DAN PELAPORAN

SEKS] PENGEAJIAN

— PENIMNGKATAMN
PENDAPATAN

SEKS] PERTIMBAMNGAM
DAMN KEBERATAM

I

EBIDANG VERIFIKASI
DAN PENGAN/ASAN

SEKS]I PENETAPAN DAM
PENAGIHAM

SEKS] PENGEMNDALIAMN,
PEMBUKUAM,
EVALUASI DAN
PELAPORANMN

SEKS] SUMBAMNGAMN,

— PERIZINAMN DAMN

PENERIMAAN

UPTD

y

SEKS] EVALUAS]E DANM
WVERIFIKAS]

SEKS] PENGANVASAN

— KEUAMNGAN,MATERIL

DAMN PERSOMNIL

SEKSI PEMBINAAN
TEHNIS ADMIMNISTRASI]
DAN PEMUTAHIRAMN
DATA

Pj. BUPATI BUTON SELATAN.

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN

LAMPIRAMN X

KEPALA DINAS

PERATURANDAERAH KABUPATEN BUTOMN SELATAMN

NOMOR 3 TAHUN 2015
TANGGAL  : 2310Ll 2015
SEKRETARIS

SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAMN KEUAMNGAN

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN HUKUM DAN
PERLENGKAPAN KEPEGANVALAN

KEBUDAYAAN
|
KELOMPOK
BIDANG
JABATAN BIDANG PEMASARAN
FUNGSIONAL PENGEMBANGAN DAN PROMOSI
DESTINASI PARIWISATA
[ S
SEKSI
SEKSI
PENGEMBANGAN
PRODUK DAN USAHA PENGETSB:?GAN
PARIWISATA
SEKSI
SEKS];;QT&EEE_?:AAN —— PENGEMBANGAN
PROMOSI

SEKS1 STANDARISASI
PARDNX/ISATA

SEKS] SARAMNA

—— PROMOs1 DAN OBYEK

WISATA

BIDANG PENGEMBANGAN

SUMBER DAY A DAN
PERAN SERTA
MASY ARAKAT

BIDANG KEBUDAYAAN

UPTD

]

]

SEKSI

I PENGEMBAMNGAN

SUMBER DAY A

SEKS] SEJARAH
DAN NILAI BUDAY A

SEKS] PENYULUHAN
PARIVVISATA

SEKS] PURBAKALA
DAN CAGAR BUDAYA

SEKS] PEMEBINAAN

— MASY ARAKAT

PARIVVISATA

SEKS] KESENIAN,
BAHASA DAN SASTRA

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI



